BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR S TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PESAWARAN,

bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu, Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu ditinjau
kembali dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undng-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Negara
Republik Indonesia Nomor 50739);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun
2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.

Bupati adalah Bupati Pesawaran.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.

AR

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
Kepala Dinas yang menandatangani Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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19.

20.

21.

22.

Kepala Dinas Perikanan yang selanjutnya Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Perikanan Kabupaten Pesawaran.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam
suatu sistem bisnis perikanan.

Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk semua jenis biota perairan
lainnya.

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk
menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.

Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan
yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum
Indonesia.

Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan
dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atu cara
apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan
untuk tujuan komersil.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari Pemerintah
Daerah.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari Pemerintah
Daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang
harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan
dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Surat penangkaran dan Budidaya Ikan selanjutnya disingkat SPBI adalah surat
yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha
pembudidayaan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

Tampak Intensif adalah tambak dengan sarana dan prasarana penggunaan
kincir diatas 16 buah per Ha kolam produksi.

Tampak Semi Intensif adalah tambak dengan sarana dan prasarana
penggunaan kincir sebanyak 1-16 buah per Ha kolam produksi.

Tambak Tradisional adalah tambak tanpa penggunaan kincir.
BAB II
BESARAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN



Pasal 2

(1) Besarnya biaya SPBI adalah sebagai berikut :
a. Tambak intensif = Rp.3.000.000,-/ha Per Tahun.
b. Tambak semi intensif = Rp.1.500.000,-/ha Per Tahun.
c. Tambak tradisional Rp.300.000,-/ha Per Tahun.

(2) Besaran biaya SPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk
kolam produksi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 24 Peraturan Bupati
Pesawaran Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha
Perikanan dan Perubahan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2017 Nomor 201) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 15 Pebruari 2020

BUPATI PESAWARAN,
dto.
DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 15 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,
dto.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 383

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

JENNY RICARDO FB,?F;:;;P. ,M.A

Pembina
NIP. 19790910 199810 1 001




